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ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM 

MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

ABSTRAK 

OLEH: 

DESTRI YANI 

NIM : 12270521482 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Pemerintah Desa 

Bagan Melibur dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui 

pengelolaan sumber daya lokal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Latar belakang penelitian 

didasari oleh rendahnya kemampuan sebagian besar desa di Indonesia dalam 

mengembangkan PADes secara mandiri, termasuk desa-desa di Kecamatan 

Merbau, yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah. Desa Bagan 

Melibur memiliki potensi sumber daya lokal seperti pertanian sagu, usaha pakan 

ternak, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta, namun kontribusinya 

terhadap PADes belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa pada level sistem, organisasi, dan 

individu telah terbentuk, namun belum berjalan maksimal. Faktor pendukung 

meliputi keberadaan regulasi, kerja sama dengan PT RAPP, dan potensi usaha 

lokal. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, rendahnya 

partisipasi masyarakat, serta minimnya strategi pengembangan usaha desa. 

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi 

BUMDes, serta pengembangan potensi lokal berbasis keberlanjutan.  

Kata Kunci : Kapaistas, PADes, BUMDES 
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ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN 

GENERATING VILLAGE ORIGINAL INCOME (PADes) THROUGH 

LOCAL RESOURCE MANAGEMENT IN BAGAN MELIBUR VILLAGE, 

KEPULAUAN MERANTI REGENCY 

ABSTRAC 

By: 

DESTRI YANI 

NIM : 12270521482 

 

This study aims to analyze the capacity of the Bagan Melibur Village 

Government in generating Village Original Income (PADes) through the 

management of local resources, as well as to identify the supporting and inhibiting 

factors that influence this process. The background of this research is rooted in the 

limited ability of many villages in Indonesia to independently develop their 

PADes, including those in Merbau District, which remain dependent on 

government transfer funds. Bagan Melibur Village possesses various local 

potentials such as sago cultivation, livestock feed production, and opportunities 

for partnerships with private companies; however, their contribution to PADes has 

not been optimal. This study employs a qualitative approach using interviews, 

observations, and documentation techniques. The findings indicate that although 

the village government's capacity at the system, organizational, and individual 

levels exists, it has not functioned optimally. Supporting factors include the 

availability of regulations, cooperation with PT RAPP, and local business 

potential. Conversely, inhibiting factors consist of limited human resources, low 

community participation, and the absence of effective strategies for developing 

village enterprises. This study recommends strengthening the capacity of village 

officials, optimizing BUMDes operations, and developing sustainable local 

resource based programs. 

Keywords: Capacity, Village Original Income (PADes), BUMDes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Salah satu bentuk 

kemandirian tersebut diwujudkan melalui kemampuan desa dalam menggali dan 

mengelola potensi ekonomi lokal guna menghasilkan Pendapatan Asli Desa 

(PADes). PADes merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari hasil usaha 

desa, hasil kekayaan desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain pendapatan sah yang 

ditetapkan dalam peraturan desa.( kemendagri, 2018).  

Namun kenyataannya, sebagian besar desa di Indonesia masih bergantung 

pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana 

Desa. Sementara kontribusi PADes terhadap total pendapatan desa masih 

tergolong rendah. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% desa masih sangat 

tergantung pada Dana Desa, dan PADes hanya menyumbang kurang dari 10% 

dari total pendapatan desa.(kementrian desa, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa 

kapasitas pemerintah desa dalam menghasilkan PADes belum optimal.Kapasitas 

pemerintah desa sendiri meliputi kemampuan kelembagaan, sumber daya 

manusia, sistem tata kelola, serta kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan 

kebijakan berbasis potensi lokal.(grindle, 1997). Sayangnya, masih banyak desa 

yang menghadapi hambatan seperti rendahnya kualitas aparatur, lemahnya 
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manajemen aset desa, serta kurangnya pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) secara maksimal. Di sisi lain, setiap desa sejatinya memiliki potensi 

lokal yang bisa dikembangkan sebagai sumber PADes jika dikelola secara 

profesional dan partisipatif. 

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis yang mendalam 

terhadap kapasitas pemerintah desa dalam menghasilkan PADes, dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan desa dalam mengelola potensi 

ekonomi secara mandiri, faktor penghambat, serta strategi yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kemandirian fiskal desa. 

 Di Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, tantangan ini semakin 

terasa, di mana banyak desa belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya 

yang ada untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keterbatasan sumber daya 

manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan juga menjadi 

kendala yang signifikan, mengakibatkan banyak desa tidak dapat merencanakan 

dan melaksanakan program-program yang efektif.  

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti 

adalah kecamatan Merbau, yang dikenal memiliki potensi unggulan di bidang 

pertanian, perikanan, minyak bumi, dan juga sektor pariwisata.Komoditas utama 

yang dikembangkan adalah sagu, yang menjadi ikon Kepulauan Meranti dan 

bernilai tinggi untuk kelestarian lingkungan dan ekonomi.Tentunya untuk 

memanfaatkan potensi tersebut di perlukan dukungan dana dari pemerintah dalam 

rangka mewujudkan salah satu aspek desa mandiri. Berikut data keunagan desa di 

kecamatan merbau : 
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Tabel 1. 1 

Data Keuangan Desa Kecamatan Merbau 

Sumber : pemerintah desa kecamatan merbau 

Berdasarkan table di atas dapat di lihat bahwa setiap desa di kecamatan 

merbau mendapatkan dana tranfer yang berasal dari anggaran dana desa (ADD) 

yang bersumber dari kabupaten, bantuan khusus keuangan (BKK) yang bersumber 

dari provinsi, dan Dana desa yang bersumber dari APBN pusat. Dengan nominal 

yang berbeda-beda sesuai dengan jumalah penduduk, luas wilayah, angaka 

kemiskinan desa, dan tingakat kesulitan geografis. Dengan jumlah dana transfer 

terbesar di peroleh oleh desa lukit Rp. 2.260.061.000, kemudian di susul oleh desa 

 NO Nama 

Desa 

 

TRANSFER PADes PENDAPTAN LAN-LAIN 

2025 2024 2023 2024 2025 

1. Meranti 

bunting 

1.571.530.000 - - - - 

2. Lukit 2.260.061.000 - 334.200.000 334.200.000 - 

3. Bagan 

Melibur 

1.675.126.000 - 208.000.000 208.000.000 208.000.000 

4. Pelantai 1.573.349.000 - - - - 

5. Tanjung 

Kulim 

1.501.756.000 - - - - 

6. Mekar 

Sari 

1.758.144.000 - - - - 

7. Mayang 

Sari 

1.587.893.000 - 90.000.000 90.000.000 - 

8. Sungai 

Anak 

Kamal 

1.638.285.000 - - - - 

9. Sungai 

Tengah 

1.605.272.000 - - - - 
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mekar sari Rp. 1.758.144.000, Desa Bagan Melibur Rp.1.702.311.000, Desa 

Sungai Anak Kamal Rp. 1.638.285.000, Desa Sungai Tengah Rp. 1.605.272.000, 

Desa Mayang Sari Rp. 1.587.893.000, Desa Pelantai Rp.1.573.349.000, Dan dana 

transfer terkecil Desa Tanjung Kulim Rp.1.507.756.000. sedangkan table dana 

pendapatan asli desa (PADes) terlihat kosong karna belum mampunya desa yang 

ada dalam menciptakan kemandirian keuangan desa yang di sebut dengan PADes, 

sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah dari sembilan desa yang ada 

seluruhnya mengandalkan dana transfer namun hanya tiga desa yang mampu 

menciptakan pendapatan lain-lain yang berasal dari PT. Riau Andalan Pulp And  

Paper ( RAPP) dengan nominal Desa Lukit Rp.334.200.000, Desa Bagan 

Melibur Rp. 208.000.000, dan Desa Mayang Sari Rp. 90.000.000. Namun di 

antara tiga desa tersebut hanya desa bagan melibur yang mampu mempertahankan 

dana yang berasal dari PT. RAPP tersebut. Adapun data potensi desa di 

kecamatan merbau adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 

Data Potensi Kecamatan Merbau 

       Sumber : Website Kecamatan Merbau Bupaten Meranti 

NO Nama Desa Keterangan 

1. Meranti bunting Perikanan 

2. Lukit Pertanian, pariwisata, sagu & minyak bumi 

3. Bagan melibur Pertanian,mangrove, sagu & minyak bumi 

4. Pelantai Prikanan & mangrovr 

5. Tanjung kulim Pertanian & sagu  

6. Mekar sari Pertanian & sagu 

7. Mayang sari Pertanian dan prikanan 

8. Sungai anak kamal Pertanian & sagu 

9. Sungai tengah Pertanian & sagu 
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Merujuk pada data tersebut, dapat diketahui bahwa setiap desa memiliki 

kekayaan potensi wilayah yang beragam, di mana masing-masing desa 

menunjukkan keunggulan di sektor yang berbeda-beda, seperti perikanan, 

pertanian, sumber daya minyak bumi, hingga pariwisata.Yang seharusnya di 

manfaatkan secara optiamal dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. 

Namun, faktanya belum semua desa mampu memanfaatkan potensi tersebut.  

salah satu isntrumen dalam menghasilkan PADes adalah melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES)  dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. 

UU Desa menegaskan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan ekonomi desa, termasuk mendirikan BUMDes sebagai 

instrumen pengelolaan usaha melalui pemanfaatan potensi lokal dan aset desa 

yang dipisahkan. Pemerintah Desa berperan sebagai penentu kebijakan, pemilik 

aset, serta pelaksana pembinaan dan pengawasan, sedangkan BUMDes berfungsi 

sebagai pelaksana kegiatan usaha yang dikelola secara profesional dan 

berorientasi pada keberlanjutan. Melalui hubungan yang bersifat institusional dan 

fungsional tersebut, pengelolaan potensi dan aset desa dapat dilakukan secara 

produktif dan akuntabel, sehingga hasil usaha BUMDes berkontribusi langsung 

terhadap peningkatan PADes dan mendukung tujuan pembangunan serta 

kesejahteraan masyarakat desa. Adapun data BUMDESA adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. 3 

Data BUMDES Kecamatan Merbau Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                     Sumber : Desa Kecamatan Merbau 

Berdasarkan data di atas hanya tiga desa yang mampu menghasilkan 

BUMDESA dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Merbau, Yakni Desa 

Meranti Bunting, Desa Bagan Melibur Dan Desa Pelantai. Sedangkan enam desa 

lain nya belum mampu menciptakan BUMDESA di mana berdasarkan data 

potensi desa setiap desa memiliki potensi masing-masing, Dimana harusnya 

pemerintah mampu untuk mengoptimalkan setiap potensi yanag ada.  

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan 

realisasi, serta variabilitas kapasitas antar desa dalam hal pengelolaan PADes. 

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian ilmiah yang menganalisis secara 

NO Nama Desa 

 

Keterangan  

1. Meranti Bunting Batu  

2. Lukit Tidak ada 

3. Bagan Melibur Sapuring & pertahanan 

panagan pisang 

4. Pelantai Pelabuhan  

5. Tanjung Kulim Tidak ada  

6. Mekar Sari Tidak ada 

7. Mayang Sari Tidak ada  

8. Sungai Anak 

Kamal 

Tidak ada  
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sistematis bagaimana kapasitas pemerintah desa terbentuk, apa saja faktor 

pendukung dan penghambatnya, serta strategi apa yang efektif diterapkan agar 

desa mampu mandiri secara fiskal melalui PADes. 

Penelitian ini menjadi penting untuk: 

1. Memberikan gambaran yang faktual dan teoritis mengenai kondisi aktual 

kapasitas pemerintah desa; 

2. Menjadi bahan evaluatif bagi pemangku kebijakan desa dan daerah dalam 

merancang intervensi; 

3. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan desa yang berkelanjutan dan 

berbasis pada potensi lokal. 

Dengan analisis yang tepat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola desa yang efektif dan 

berdampak pada peningkatan PADes serta kemandirian desa secara keseluruhan. 

Dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di salah satu desa yang ada dikecamatan merbau yakni desa bagan 

melibur di karnakan desa tersebut memiliki pendapatan lain-lain secara konsisten 

selaian bantuan dana transfer dari pemerintah serta letak geografis yang lebih 

dekat sehingga memudahkan di dalam melakukan penelitian. Adapun judul yang 

akan di teliti adalah “ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM 

MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" 
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1.2  Rumusan Maslah 

1. Bagaimana kapsitas pemerintah desa Bagan Melibur dalam menghasilkan 

pendapatan asli desa (PADes) melalui sumber daya lokal? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam menghasilkan 

pendapatan asli desa (PADes) di desa Bagan Melibur? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk megetahui kapsitas pemerintah desa bagan melibur dalam 

menghasilkan pendapatan asli desa (PADes)  melalui sumber daya lokal. 

2.  Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) di desa Bagan Melibur  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai sarana untuk mengasah 

kemampuan berpikir kritis dalam menyusun karya ilmiah, serta menjadi 

kesempatan untuk menerapkan pengetahuan, konsep, dan teori yang telah 

dipelajari selama masa studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

b. Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih 

tidak hanya dari segi keilmuan, tetapi juga menawarkan solusi yang 

aplikatif bagi pemerintah desa dan para pemangku kebijakan lainnya 

dalam mendorong terciptanya kemandirian fiskal di tingkat desa. 
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c. Bagi Pustaka 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah literatur, sekaligus menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa 

yang akan melakukan riset lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan 

analisis kapasitas pemerintahan desa dalam mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Desa (PADes) melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, 

dengan fokus di Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Administrasi   

Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi 

penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 

organisasi, atau kegiatan penyusunan dan pencatatan data secara sistematis, baik 

di organisasi maupun perusahaan. Istilah ini juga dapat berarti sebagai tata usaha, 

yang merujuk pada kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan untuk 

mencapai tujuan melalui kerjasama, kepemimpinan, dan pengawasan.  

  Menurut Kamaruddin Sellang administrasi adalah proses pengorganisasian 

dan pengelolaan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sebagai ilmu, administrasi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip 

universal, tetapi dalam praktiknya harus disesuaikan dengan konteks lokal. 

Terdapat tiga unsur pokok dalam administrasi: kerja sama yang melibatkan lebih 

dari satu individu, tujuan yang ingin dicapai, dan pengaturan yang sistematis. 

Administrasi mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan, serta dapat diterapkan dalam berbagai bidang 

kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman yang baik tentang 

administrasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi dan pelayanan 

publik.(Sellang 2019) 

Menurut The Liang Gie (1980:9) yang di kutip dari buku ajar teori 

administrasi “Secara umum, administrasi dapat dipahami sebagai rangkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam suatu sistem kerja sama 



11 

 

untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam konsep administrasi, terdapat tiga aspek 

utama. Pertama, administrasi sebagai suatu seni merupakan suatu proses yang 

memiliki titik awal yang jelas, namun tidak memiliki batas akhir yang pasti. 

Kedua, administrasi melibatkan beberapa komponen penting, seperti keterlibatan 

minimal dua orang atau lebih, tujuan yang hendak diwujudkan, tugas atau 

serangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan, serta perlengkapan yang 

dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut—yang meliputi unsur 

waktu, tempat, bahan, dan komponen pendukung lainnya.Ketiga, administrasi 

sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada.(Warsono, Astuti, dan 

Marom 2019). 

Sedangkan nilai-nilai administrasi yang dikemukakan oleh Max Weber 

yang di tuliskan kembali di dalam buku “ teori administrasi publik” yaitu : 

1) Adanya Pembagian Kerja. Dibaginya pekerjaan berkaitan dengan keahlian 

masing-masing pekerjanya. 

2) Adanya Hierarki Posisi. Masing-masing kedudukan yang dibawah 

dikendalikan serta dilakukan pengawasan oleh pegawai-pegawai level atas.  

3) Aturan Formal dan Regulasi. Melakukan pengaturan pada tindakan 

pegawai secara menyeluruh, memberikan penjaminan berlangsungnya 

serta stabilnya kawasanpekerjaan, serta melakukan pengurangan pada 

tidak pastinya kemampuan pekerja. 

4) Hubungan yang Impersonal. Tak terdapat hal yang mengikat emosi pada 

bawahan serta atasan hingga memberikan penjaminan tentang jelasnya 

kedudukan.  
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5) Kemampuan yang spesifik serta pelatihan adalah standard yang paling 

pokok dari posisi administrasi. Hal tersebut berhubungan pada terdapatnya 

standar-standar yang menyeleksi secara pasti serta tak diangkat serta 

dihentikan dengan semena-mena.  

6) Memperkerjakan karyawan berdasarkan kompetensi. Berdasarkan 

faktanya, hal itu sering dilaksanakan kemudian menyediakan lowongan-

lowongan, jika kemampuan karyawan yang sudah dipilih tak bisa 

menjalankan pekerjaannya maka harus dilatih ataupun diberi pembekalan 

dulu sehingga dapat lebih laik lagi. (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi 

2023). 

2.2 Administrasi Pemerintah Desa 

Administrasi pemerintah desa berdasarkan KBBI  adalah proses 

pencatatan dan pengelolaan data serta informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, desa adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang punya 

pemerintahan sendiri. Istilah administrasi di sini mencakup administrasi umum, 

penduduk, keuangan, pembangunan, dan lainnya, yang bertujuan menata usaha 

kerjasama untuk mencapai tujuan desa.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 

mengenai pedoman administrasi desa, Administrasi Desa mencakup seluruh 

proses pencatatan data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dalam Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk administrasi desa meliputi 

Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, 

Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
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serta Administrasi lainnya.Kemudian Pemerintah Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. (Menteri Dalam Negeri 2013) 

Suwignyo (1985) mengemukakan dalam .(Fitriana 2014) bahwa agar 

penyelenggara pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

baik maka perlu dilakukan pemberdayaan Aparat pemerintah Desa antara lain 

melalui :  

1. Bimbingan latihan kerja, yaitu pemberian bimbingan kepada aparat 

pemerintah Desaagar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, 

yang berhubungan dengan administrasi Desa, bimbingan caracara 

pengisian registrasi Desa, penyusunan APBDES, penyusunan peraturan 

Desa, pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, dan lain-lain.  

3. Peningkatan penghasilan/honorarium, yaitu agar aparat pemerintah Desa 

mempunyai gairah kerja, semangat kerja, dan yang yang lebih penting 

adalah para aparat pemerintah Desa dapat hidup layak. 

4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja, yaitu perlunya melengkapi sarana 

dan prasarana bagi aparat pemerintah Desa agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal.  

2.2 Kapasitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kapasitas adalah 

"kemampuan berproduksi" atau "daya serap". Dalam konteks organisasi, kapasitas 

organisasi berarti kemampuan keseluruhan organisasi untuk beroperasi dan 

mencapai tujuannya, yang mencakup aspek kemampuan, keterampilan, sumber 
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daya, dan kondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi 

secara efektif.  

UNDP  (United Nations Development Programme) pada tahun 1999 

mendefinisikan Capacity building merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh 

individu, kelompok, organisasi, institusi, maupun masyarakat dalam menjalankan 

perannya, termasuk dalam mengatasi persoalan serta meraih tujuan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan pemahaman ini, pembangunan kapasitas dapat dikaji 

melalui tiga level utama, yakni: level sistem, level organisasi, dan level individu. 

Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki 

keterkaitan yang erat. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

proses analisis terhadap kapasitas yang dimaksud.Pada level sistem, kapasitas 

diukur dari terciptanya lingkungan yang mendukung (enabling environment), 

yakni sejauh mana sistem mampu memberikan dukungan kepada komponen-

komponen di dalamnya agar bisa berjalan secara optimal, efisien, serta 

berkelanjutan. Pada level organisasi atau institusi, fokus pengukuran kapasitas 

terletak pada berbagai faktor internal yang menunjang kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Sedangkan di level individu, perhatian difokuskan pada kemampuan 

personal dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga atau 

organisasi.(Kanni 2009).   

Maka dari itu, berdasarkan pendapat di atas peneliti memiliki beberapa sub 

indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh UNDP, 

sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini: 
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1. Level sistem 

Pada level sistem, kapasitas diukur dari terciptanya lingkunagan yang 

mendukung (eneabling environment)yang memungkinkan seluruh komponen 

dalam sistem dapat berfungsi secara optimal, efesien dan berkelanjutan. Indikator 

utama pada level ini adalah kemampuan sistem dalam menyediakan dukungan 

struktural yang memadai seperti . 

a. keberadaan regulasi yang mendukung, regulasi yang mendukung mencangkup 

peraturan, kebijakan, dan standar yang di buat oleh pemerintah atau otoritas 

terkait untuk menciptakan keranagka kerja yang jelas dan konsisten bagi 

seluruh komponen system Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman operasional 

dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan peran dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku Contohnya adalah undang-

undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan sektoral yang mengatur tata 

kelola, standar kualitas, dan prosedur kerja. 

b. Alokasi sumber daya yang memadai, Alokasi sumber daya mencakup 

penentuan dan distribusi dana, tenaga kerja, waktu, dan bahan yang cukup 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam sistem. Sumber daya yang 

memadai memastikan bahwa setiap komponen sistem memiliki kapasitas untuk 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Ini juga termasuk 

pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien serta ketersediaan sumber 

daya manusia yang kompeten. 
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2. Level Organisasi 

Pada level organisasi kapasitas di ukur berdasarkan faktor-faktor internal 

yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Indikator utama adalah 

efektivitas manajemen dan struktur organisasi dalam menjalankan fungsi dan 

mencapai tujuan seperti . 

a. Adanya struktur organisasi, Struktur organisasi yang jelas berarti adanya 

pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang terdefinisi dengan baik 

dalam organisasi. Hal ini mencakup hierarki jabatan, garis pelaporan, serta unit 

atau departemen yang spesifik sesuai fungsi masing-masing. Struktur yang 

jelas memudahkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas 

secara efisien tanpa tumpang tindih atau kebingungan peran. 

b. Pengembangan sumber daya manusia, adalah proses meningkatkan 

kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu menjalankan fungsi, 

memecahkan masalah, dan mencapai tujuan pembangunan secara 

berkelanjutan.Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, UNDP 

menekankan bahwa peningkatan kapasitas bukan hanya tentang pelatihan, 

tetapi meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta lingkungan 

pendukung yang memungkinkan individu berkembang secara optimal. 

3. Level Individu  

Pada level ini kapasitas difokuskan pada kemampuan personal dan 

kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Indikator 

utama adalah kompetensi dan motivasi individu dalam melaksanakan tugasnya 

seperti . 
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a. Tingkat pendidikan yang di miliki, Ini mengacu pada jenjang pendidikan 

formal yang telah ditempuh seseorang, seperti sekolah, diploma, sarjana, atau 

pendidikan lanjutan lainnya. Selain itu, pelatihan khusus yang diikuti untuk 

meningkatkan kompetensi juga termasuk di sini. Pendidikan dan pelatihan 

yang baik biasanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis 

seseorang dalam bidang pekerjaannya. 

b. Keterampilan Teknis, adalah kemampuan praktis yang berkaitan langsung 

dengan tugas pekerjaan, misalnya mengoperasikan mesin, menggunakan 

perangkat lunak tertentu, atau menguasai teknik khusus dalam suatu bidang. 

Milen mengemukakan  dalam jurnal yang ditulis oleh Yuswijaya 

memberikan definisi kapasitas sebagai berikut: “Kapasitas merupakan 

kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk melaksanakan fungsi-

fungsinya dengan cara yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.” Selanjutnya, ia 

menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas, terdapat tiga tingkatan 

(level) yang perlu menjadi perhatian dalam analisis dan proses perubahan di 

dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan tersebut meliputi tingkat sistem atau 

kebijakan, tingkat organisasi atau lembaga, dan tingkat individu atau sumber daya 

manusia.(Yuswijaya 2004) 

Sementara itu, dengan mengacu pada definisi capacity building yang 

disampaikan oleh Katty Sessions, (Rasmala, K., & Mursak 2014) menjelaskan 

bahwa sesungguhnya terdapat tiga elemen dasar dalam pembangunan kapasitas 

sebagai berikut: pertama, Aktor yang akan dibangun. Pada intinya menunjuk pada 

dua aktor utama, yaitu individu (personal) dan organisasi (kelembagaan). Hal ini 
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berarti bahwa objek dari pembangunan kapasitas sesungguhnya dapat berupa 

orang-perorang maupun lembaga. Ke-dua, Elemen yang akan dibangun. Ini dapat 

mencakup dua aspek pokok, yaitu keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan 

baik keahlian individual maupun organisasional. Ke-tiga, Metode atau cara yang 

digunakan. Ini menyangkut berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan, 

reformasi kelembagaan dan peraturan, asistensi keuangan, keilmuan pengetahuan, 

dan teknologi. 

Selain itu menurut Yeremias T. Keban (1999:75) dalam (Rasmala, K., & 

Mursak 2014) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa 

Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, 

dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya 

manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. 

Teori kapasitas menurut salhuddin mengacu pada kemampuan pemerintah 

desa dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, terutama dalam konteks 

otonomi desa yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Penulis 

menekankan bahwa kapasitas ini mencakup aspek sumber daya manusia, 

manajemen administrasi, dan pengelolaan keuangan yang memadai. Meskipun 

pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas, banyak desa menghadapi 

tantangan seperti minimnya kapasitas SDM dan keterbatasan anggaran, yang 

menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, 

penguatan kapasitas melalui pelatihan, dukungan sumber daya, dan penggunaan 

teknologi informasi, seperti e-government, dianggap krusial untuk meningkatkan 
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efektivitas pemerintahan desa dan mencapai tujuan pembangunan yang berdaya 

saing.(Salahudin 2016) 

Menurut Asrori (2014) dalam Triandani et al. (2022), terdapat tiga jenis 

kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur desa, yakni: 1) kompetensi dasar, 2) 

kompetensi manajerial, dan 3) kompetensi teknis. Kompetensi dasar mencakup 

pemahaman terhadap peraturan-peraturan desa, prinsip-prinsip dasar tata kelola 

pemerintahan desa, serta penguasaan terhadap tugas dan fungsi utama yang 

diemban. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola 

sumber daya manusia, pelayanan kepada masyarakat, aset desa, serta keuangan 

desa. Sementara itu, kompetensi teknis meliputi keahlian dalam menyusun 

administrasi pemerintahan desa, merancang rencana pembangunan, menyusun 

anggaran, merumuskan peraturan desa (Perdes), serta melaksanakan pelayanan 

publik secara efektif. 

2.3 Keuangan Desa  

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah 

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. Keuangan Desa mencakup berbagai sumber pendapatan yang 

digunakan untuk menyokong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di 

tingkat Desa.Adapun sumber keuangan desa terdiri dari berbagai komponen yang 

penting untuk mendorong penciptaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut 

adalah sumber-sumber keuangan desa menurut UU ini: 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) 
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2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 

3. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dana Desa 

4. Bantuan Keuangan: 

5. Hibah dan Sumbangan:  

Permendagri No. 18 Tahun 2020 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa dan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sumber pendapatan desa. 

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai sumber pendapatan desa 

berdasarkan peraturan tersebut: 

1. Dana Desa 

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa untuk 

mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan 

untuk berbagai keperluan, seperti:Pembangunan infrastruktur desa (jalan, 

jembatan, sarana air bersih, dll.)Program pemberdayaan masyarakat (pelatihan, 

pengembangan usaha, dll.) Kegiatan sosial dan budaya. 

2. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-

sumber yang dikelola secara mandiri. PADesa mencakup:Hasil Usaha Desa: 

Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh desa, seperti pengelolaan 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).Sewa Aset Desa: Pendapatan dari 

penyewaan aset desa, seperti tanah, bangunan, atau fasilitas lainnya.Retribusi: 

Pendapatan dari retribusi yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh desa 

kepada masyarakat. 
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3. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah 

untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). ADD bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan desa. Penggunaan ADD harus sesuai dengan prioritas yang 

ditetapkan dalam musyawarah desa. 

4. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah 

Desa juga berhak mendapatkan bagian dari pajak dan retribusi yang 

dipungut oleh pemerintah daerah. Ini termasuk: 

Pajak Daerah: Sebagian dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti 

pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Retribusi Daerah: Bagian dari retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah 

yang dialokasikan untuk desa. 

5. Sumber Lain yang Sah 

Selain sumber-sumber di atas, desa juga dapat memperoleh pendapatan 

dari sumber lain yang sah, seperti: 

Sumbangan atau Donasi: Bantuan dari individu, organisasi, atau lembaga yang 

bersifat sukarela. 

Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lain 

dalam bentuk proyek atau program yang saling menguntungkan. 

Permendagri No. 60 Tahun 2014 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur tentang Dana 

Desa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peraturan ini: 
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1. Tujuan Dana Desa: Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. 

masyarakat desa dan mempercepat pembangunan desa. Dana ini 

diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan 

kegiatan yang mendukung pembangunan desa. 

2. Sumber Dana: Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan 

dana untuk desa-desa di seluruh Indonesia. 

3. Pengelolaan Dana: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

60 Tahun 2014 memberikan pedoman mengenai mekanisme pengelolaan 

Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. 

Setiap proses pengelolaan dana tersebut wajib dilaksanakan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Prioritas Penggunaan: Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, serta program-program yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pemanfaatannya harus mengacu 

pada hasil kesepakatan yang diperoleh melalui forum musyawarah desa. 

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Desa yang menerima Dana Desa 

memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan 

mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak pemerintah. 

Langkah ini bertujuan agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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6. Monitoring dan Evaluasi: Permendagri ini juga mengatur tentang 

pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa 

untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 

Pengelolaan sumber pendapatan desa harus dilaksanakan secara optimal 

dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip dasar yang 

harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan tersebut, di antaranya: 

1. Keterbukaan Informasi: Seluruh proses pemasukan dan pengeluaran 

keuangan desa harus disampaikan secara terbuka kepada warga desa. 

2. Tanggung Jawab Keuangan: Para pengelola dana desa wajib bertanggung 

jawab atas penggunaan anggaran serta harus mampu menjelaskan setiap 

pengeluaran yang dilakukan. 

3. Keterlibatan Warga: Proses penyusunan rencana dan pengelolaan 

keuangan desa perlu melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah 

desa guna menetapkan prioritas penggunaan dana. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, 

pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa poin utama: 

1. Tahap Perencanaan: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) harus berlandaskan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKPDes). 

2. Keterlibatan BPD: BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan aktif 

dalam forum musyawarah desa untuk memberikan persetujuan terhadap 

rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
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3. Tahap Pelaksanaan: Kepala Desa memiliki wewenang sebagai penanggung 

jawab utama dalam pelaksanaan anggaran desa. Pengeluaran anggaran 

dilaksanakan sesuai dengan dokumen resmi yang telah disetujui, seperti 

Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa. 

4. Penatausahaan:Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku 

kas umum.Kaur Keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan dan 

pelaporan keuangan. 

5. Penyampaian Laporan: Kepala Desa memiliki kewajiban untuk 

melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota serta 

kepada warga desa. Laporan tersebut memuat rincian realisasi anggaran 

pendapatan dan belanja, beserta uraian kegiatan yang telah dijalankan. 

6. Pertanggungjawaban:Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap 

akhir tahun anggaran.Termasuk laporan keuangan dan kegiatan yang 

terkait dengan APB Desa. 

7. Pengawasan:Pengelolaan keuangan desa diawasi oleh pemerintah daerah 

dan aparat pengawas internal.Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan. 

 

Pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan asas transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan efektivitas pemerintahan desa. 

Berdasarkan isi jurnal ini, pengelolaan keuangan desa mencerminkan 

seluruh proses yang berhubungan dengan pengelolaan sumber dana serta aset 

desa, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan 
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administrasi, penyusunan laporan, hingga proses akuntabilitas akhir keuangan 

desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.(Losung et al. 

n.d.) 

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan, 

serta akuntabel dan partisipatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar 

penggunaan dana desa dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengelolaan keuangan desa.Jadi, secara garis besar, keuangan desa dalam jurnal 

ini diartikan sebagai seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh desa, Kegiatan ini 

mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, penyusunan 

laporan, serta pertanggungjawaban atas dana desa yang bersumber dari anggaran 

pemerintah pusat maupun daerah. Seluruh tahapan tersebut wajib dilakukan 

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas., guna mendorong tercapainya 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa secara optimal dan 

efisien.(Madyan, Prihantono, dan Aisyah 2020) 

2.4 Faktor Pendukung & Penghambat Dalam Menghasilkan PADes 

Faktor pendukung adalah kondisi yang menunjang atau mendorong suatu 

kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghalangi atau 



26 

 

memperlambat jalannya suatu kegiatan. Dalam konteks KBBI, ini merujuk pada 

kondisi yang memfasilitasi atau mengganggu penggunaan dan perkembangan. 

Dr. Gunawan Sumodiningrat, seorang pakar ekonomi pembangunan di 

Indonesia, dalam tulisannya tahun 2007 menekankan bahwa Pendapatan Asli 

Desa (PADes) dapat berkembang secara signifikan melalui penguatan ekonomi 

lokal berbasis kerakyatan. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan sumber daya 

lokal, peran sentral Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kolaborasi dengan 

swasta. Menurutnya, faktor pendukung berfokus pada elemen-elemen yang 

memperkuat potensi desa, sementara faktor penghambat sering kali bersumber 

dari keterbatasan internal dan eksternal masyarakat desa. Berikut penjelasan rinci 

poin-poin faktor pendukung dan penghambat (Gunawan Sumodiningrat 2007) 

1. Faktor Pendukung 

a. Usaha berbasis potensi lokal. Menurut Dr. Sumodiningrat, faktor ini 

menjadi fondasi utama karena sumber daya lokal (seperti pertanian, 

kerajinan, atau pariwisata desa) dapat diubah menjadi kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan nilai tambah. Di desa-desa Indonesia yang kaya akan 

potensi alam, seperti sawah di Jawa atau hutan di Sumatra, pengembangan 

ini melibatkan identifikasi dan pemanfaatan aset lokal untuk produksi 

barang/jasa, seperti pengolahan kopi organik atau homestay berbasis 

budaya. Hal ini mendukung PADes melalui peningkatan pendapatan dari 

penjualan produk, yang pada akhirnya memperbesar basis pajak dan 

retribusi desa.  
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b. Keaktifan bumdes 

BUMDes disebut sebagai "motor penggerak" karena perannya dalam 

mengelola usaha desa secara profesional BUMDes yang optimal dapat 

menjadi pusat koordinasi sumber daya, sehingga mempercepat pertumbuhan 

PADes. Penjelasan panjang: BUMDes bukan sekadar koperasi desa, 

melainkan entitas bisnis yang mengintegrasikan modal desa dengan inisiatif 

warga, seperti mendirikan pasar tradisional atau unit pengolahan hasil tani. 

Optimalisasi ini mencakup peningkatan manajemen, teknologi sederhana, 

dan diversifikasi usaha, yang menghasilkan dividen bagi desa.  

c. kerjasama dengan pihak swasta  

Kalaborasi dengan pihak dengan swasta dianggap krusial untuk membawa 

investasi dan keahlian eksternal ke desa kemitraan ini harus strategis agar 

mendatangkan manfaat ekonomi nyata, seperti transfer teknologi atau akses 

pasar.  

2. Faktor Penghambat  

a. keterbatasan internal masyarakat adalah kelemahan atau hambatan yang 

berasal dari dalam diri masyarakat sendiri yang menyebabkan mereka sulit 

berpartisipasi, sulit berkembang, dan kurang mampu mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki.Keterbatasan ini muncul karena rendahnya kapasitas 

manusia dan minimnya modal sosial yang seharusnya menjadi kekuatan 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Akses terhadap modal, kemampuan masyarakat khususnya kelompok 

ekonomi lemah dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh sumber 
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pembiayaan yang diperlukan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi 

produktif. 

c. Semangat/inisiatif usaha masyarakat, merupakan faktor kunci yang 

menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis rakyat. 

Menurutnya, desa hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki 

kemauan, keberanian, dan inisiatif sendiri untuk menciptakan dan 

mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. 

d. Regulasi dan pasar, pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat 

hanya dapat berlangsung apabila regulasi pemerintah memberikan ruang, 

perlindungan, dan keberpihakan, sementara pasar menyediakan akses yang 

adil bagi pelaku kecil, mikro, dan masyarakat desa. 

Dalam penelitian (Cisan et al. 2021) Faktor pendukung peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi tersedianya sumber daya alam dan 

kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut, serta dukungan modal 

dan fasilitas dari pemerintah desa untuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). Program pelatihan dan pembinaan juga berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan. Namun, terdapat beberapa faktor 

penghambat, seperti kurangnya kesadaran dan komitmen pengurus BUMDes, 

koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ego individu 

yang menyebabkan beberapa pengurus lebih mementingkan kepentingan pribadi. 

Dengan memperkuat faktor pendukung dan mengatasi penghambat, desa dapat 

secara signifikan meningkatkan PAD, yang berdampak positif pada perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat. 
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Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam menghasilkan 

pendapatan asli desa (PADes) mengutip dari (Hardiana, Idris, dan Dama 2018) 

Faktor pendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Mansalong 

mencakup pemungutan retribusi pasar yang berhasil memberikan kontribusi 

signifikan terhadap PAD dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta 

pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menciptakan peluang usaha 

baru. Alokasi dana desa yang baik juga mendukung pelaksanaan program 

pembangunan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya 

optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang ada, kurangnya koordinasi 

antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengakibatkan kesalahpahaman, 

serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Dengan 

memperkuat faktor pendukung dan mengatasi penghambat, Desa Mansalong dapat 

meningkatkan PAD secara signifikan, yang berdampak positif pada pembangunan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2.4 Penelitia Terdahulu 

 

NO Penulis Tahun  Judul  Persamaan & Perbedaan  

1 Ramadhan

, S., & 

Sudaryant

o, A. 

2023 Strategi 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Desa (PADes) 

Melalui 

Optimalisasi 

Potensi Lokal di 

Desa  

Penelitian ini memiliki 

persamaan karena berfokus pada 

strategi peningkatan PADes 

melalui optimalisasi potensi 

lokal, yang selaras dengan upaya 

pengelolaan sumber daya lokal. 

Namun, penelitian ini tidak 

secara spesifik menganalisis 

kapasitas pemerintah desa secara 

mendalam, melainkan lebih 

menyoroti strategi umum. 
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2 Kurniawa

n, D., & 

Suryono, 

A. 

2022 Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Efektivitas 

Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dalam 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Desa 

penelitian ini mengkaji 

pengelolaan sumber daya lokal 

(melalui BUMDes) dan 

dampaknya terhadap PADes. 

Perbedaannya terletak pada fokus 

utamanya yang adalah BUMDes, 

bukan keseluruhan kapasitas 

pemerintah desa dalam konteks 

pengelolaan sumber daya lokal 

yang lebih luas. 

3 Santoso, 

B., & 

Cahyono, 

E. 

2021 Peran Pemerintah 

Desa dalam 

Pengembangan 

Sektor Pariwisata 

untuk Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Desa 

Penelitian ini menyoroti peran 

pemerintah desa dalam 

mengelola sumber daya lokal 

(pariwisata) untuk PADes. Akan 

tetapi, fokusnya terbatas pada 

sektor pariwisata, sementara 

tema penelitian saya mencakup 

sumber daya lokal yang lebih 

beragam. 

4 Indrawati, 

R., & 

Susilo, J. 

2020 Identifikasi Potensi 

Ekonomi Lokal 

dan Implikasinya 

Terhadap 

Kemandirian Desa 

di Kabupaten Y 

Ada persamaan karena penelitian 

ini mengidentifikasi potensi 

sumber daya lokal yang dapat 

dimanfaatkan untuk kemandirian 

desa, yang secara tidak langsung 

mendukung peningkatan PADes. 

Perbedaannya, penelitian ini 

lebih berfokus pada identifikasi 

potensi dan kemandirian secara 

umum, bukan analisis kapasitas 

pemerintah desa secara spesifik 

dalam pengelolaan potensi 

tersebut. 

5 Utami, L., 

& Wijoyo, 

S. 

2019 Analisis Kapasitas 

Kelembagaan 

Pemerintah Desa 

Dalam Pengelolaan 

Keuangan Dan 

Sumber Daya Desa 

Penelitian ini relevan karena 

mengkaji kapasitas kelembagaan 

pemerintah desa 

dalampengelolaan sumber daya. 

Namun, cakupannya lebih luas 

pada pengelolaan keuangan dan 

sumber daya desa secara umum, 

tidak spesifik berfokus pada 

hubungannya dengan PADes. 
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6 Hartono, 

R., & 

Supriyant

o, T. 

2023 Dampak Inovasi 

Kebijakan Lokal 

Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Desa di Era Digital 

Penelitian ini membahas upaya 

peningkatan PADes dan inovasi 

di tingkat.Meski begitu, 

penelitian ini lebih menyoroti 

inovasi kebijakan dan teknologi, 

tidak secara langsung 

menganalisis kapasitas 

pengelolaan sumber daya lokal 

secara tradisional. 

7 Lestari, 

E., & 

Putra, A. 

2022 Penguatan untuk 

Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Desa Dalam 

Pengelolaan Aset 

Desa Untuk 

Peningkatan 

 ( PADes) 

Penelitian ini memiliki kesamaan 

karena berfokus pada penguatan 

kapasitas aparatur desa dan 

pengelolaan aset (sumber daya) 

untuk peningkatan PADes. 

Perbedaannya adalah spesifik 

pada pengelolaan aset, sementara 

tema saya mencakup pengelolaan 

sumber daya lokal yang lebih 

luas (misalnya, alam, budaya). 

8 Wibowo, 

H., & 

Nugroho, 

D. 

2021 Optimalisasi Peran 

Masyarakat dalam 

Pemanfaatan 

Sumber Daya 

Lokal Guna 

Mendukung 

Pendapatan Asli 

Desa 

Ada kesamaan karena membahas 

pemanfaatan sumber daya lokal 

dan dampaknya pada PADes.: 

Namun, penelitian ini lebih 

menekankan peran masyarakat 

daripada analisis kapasitas 

pemerintah desa secara langsung 

dalam pengelolaan sumber daya 

tersebut. 

9 Fitriana, 

A., & 

Cahyani, 

P. 

2020 Analisis Efektivitas 

Program 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Desa Berbasis 

Pertanian di Desa  

Penelitian ini relevan karena 

mengkaji efektivitas program 

PADes yang berbasis pada 

sumber daya lokal (pertanian). 

Meski begitu, penelitian ini 

terbatas pada sektor pertanian 

dan efektivitas program, tidak 

menganalisis kapasitas 

pemerintah desa secara 

komprehensif. 

10 Pratama, 

Y., & 

Rahayu, 

S. 

2019 Tantangan dan 

Peluang 

Pemerintah Desa 

dalam Menggali 

Potensi Lokal 

untuk Peningkatan 

PADes 

Penelitian ini memiliki 

persamaan karena 

mengidentifikasi tantangan dan 

peluang pemerintah desa terkait 

potensi lokal dan PADes. 

Perbedaannya, penelitian ini 

cenderung lebih deskriptif 
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mengenai tantangan dan peluang, 

belum tentu berupa analisis 

mendalam tentang kapasitas 

pemerintah desa dalam 

mengelola potensi tersebut. 

 

 

2.4.1  Definisi Konsep  

Definisi konseptual dibuat untuk menghindari kesalahan pengertian dan 

tafsiran serta memudahkan penelitian, maka peneliti akan menguraikan 

konsepkonsep yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Administrasi 

Menurut Kamaruddin Sellang administrasi adalah proses pengorganisasian 

dan pengelolaan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sebagai ilmu, administrasi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip 

universal, tetapi dalam praktiknya harus disesuaikan dengan konteks lokal. 

Terdapat tiga unsur pokok dalam administrasi: kerja sama yang melibatkan lebih 

dari satu individu, tujuan yang ingin dicapai, dan pengaturan yang sistematis. 

Administrasi melibatkan sejumlah fungsi utama, seperti penyusunan rencana, 

pengaturan struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian atau 

pengawasan. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Memiliki pemahaman yang 

mendalam mengenai administrasi merupakan hal yang krusial untuk menunjang 

keberhasilan suatu organisasi maupun penyelenggaraan layanan publik.(Sellang 

2019) 
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b. Kapasitas 

UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1999 

mendefinisikan Capacity building merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh 

individu, kelompok, organisasi, institusi, maupun masyarakat dalam menjalankan 

perannya, termasuk dalam mengatasi persoalan serta meraih tujuan yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan pemahaman ini, pembangunan kapasitas dapat dikaji 

melalui tiga level utama, yakni: level sistem, level organisasi, dan level individu. 

Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki 

keterkaitan yang erat. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

proses analisis terhadap kapasitas yang dimaksud.Pada level sistem, kapasitas 

diukur dari terciptanya lingkungan yang mendukung (enabling environment), 

yakni sejauh mana sistem mampu memberikan dukungan kepada komponen-

komponen di dalamnya agar bisa berjalan secara optimal, efisien, serta 

berkelanjutan. Pada level organisasi atau institusi, fokus pengukuran kapasitas 

terletak pada berbagai faktor internal yang menunjang kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Sedangkan di level individu, perhatian difokuskan pada kemampuan 

personal dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga atau 

organisasi.(Kanni 2009) 

c. Keuangan desa 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah 

semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. Keuangan Desa mencakup berbagai sumber pendapatan yang 
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digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

tingkat Desa.Adapun sumber keuangan desa terdiri dari berbagai komponen yang 

penting untuk mendorong penciptaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut 

adalah sumber-sumber keuangan desa menurut UU ini: 

1. Pendapatan Asli Desa (PADes 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 

3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dana Desa 

4. Bantuan Keuangan: 

5. Hibah dan Sumbangan:  

d. faktor pendukung dam penghmabat dalam menghasilkan pendapatan asli desa  

 

dalam membentuk kemandirian keuangan desa terdapat beberapa faktor 

pendukung dan penghambat di dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) 

Menurut Dr. Gunawan Sumodiningrat, Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat 

tumbuh secara signifikan apabila ekonomi lokal berbasis kerakyatan diperkuat 

melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan sumber 

daya lokal, optimalisasi peran BUMDes dalam menjalankan roda perekonomian 

desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Faktor pendukung utama meliputi 

keberadaan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes yang aktif, dan kemitraan 

strategis yang mendatangkan manfaat ekonomi. Sebaliknya, hambatan dalam 

menghasilkan PADes sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan 

pembinaan usaha, terbatasnya akses terhadap modal, dan rendahnya semangat 

wirausaha masyarakat desa (Gunawan Sumodiningrat 2007) 
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2.5 Konsep Oprasional 

Konsep Indikator  Sub Indikator 

Analisis kapsitas 

pemerintah desa dalam 

menghasilkan 

pendadaptan asli desa 

PADes melalui 

pengelolaan sumber 

daya lokal (menurut 

UNDP, 2009) 

1. Tingkat 

Sistem  

 

 

a. Adanya regulasi yang 

mendukung 

b. Alokasi sumber daya 

yang memadai 

 2. Tingkat 

Organisasi 

a. Struktur organisasi 

b. Pengembangan SDM 

 3. Tingkat 

Individu 

a. Tingkat Pendidikan  

b. Keterampilan Teknis  

 

Faktor pendukung & 

penghambat dalam 

menghasilkan 

pendapatan asli desa 

(Menurut Dr. Gunawan 

Sumodiningrat, 2007) 

1. Usaha 

berbasis 

potensi lokal 

a. Jumlah usaha 

b. Kontribusi usaha 

terhadap PADes 

 2. Keaktifan  

BUMDes 

a. Jumlah unit usaaha 

BUMdes 

b. Jumlah tenaga kerja 

lokal 

 3.Kolaborasi dengan 

Pihak Swasta 

 

a. Junalah kerjasama resmi 

dengan swasta 

b. Nialai investasi yang 

masuk 
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 4. keterbatasan 

internal 

masyarakat 

a. Jumalah usaha / 

pelatiahan yang di ikuti 

masyarakat 

b. Keberlanjutan usaha 

masyarakat 

 5. Akses terhadap 

Modal Usaha 

 

a. Sumber pendanaan 

modal 

b. Rata-rata nialai pinjaman 

yang di salurkan 

 6. Semangat / 

Inisiatif Usaha 

Masyarakat 

a. Keikitsertaan masyarakat 

dalam menghasilkan 

PADes 

 7. Akses Pasar a. persaingan dengan          

sproduk luar desa 

b. akses ke kota 

Sumber: teori capaciy bulding UNDP, Dr. Gunawan Sumodiningrat faktor 

pendukung dan penghambat dalam menghasilakan PADes 

 

Menurut Sugiyono (2017), kerangka pemikiran dapat dipahami sebagai 

suatu model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dengan 

berbagai variabel yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari isu penting dalam 

penelitian. Dengan merujuk pada dasar-dasar teori yang diperoleh melalui 

eksplorasi literatur yang relevan dan digunakan sebagai acuan konseptual, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

 

 



37 

 

2.6. Krangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana kapsitas 

pemerintah desa Bagan 

Melibur dalam menghasilkan 

pendapatan asli desa 

(PADes) melalui sumber 

daya lokal 

Faktor apa saja yang 

mendukung dan 

menghambat dalam 

menghasilkan pendapatan 

asli desa (PADes) di desa 

Bagan Melibur 

Ukuran pencapaian : 

1. Tingkat sistem 

2. Tingkat organisasi  

3. Tingkat individu 

4. Fakor pendukung dan 

pengahambat 

 

  

Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilakan Pendapatan Asli 

Desa (Pades) Melalui Pengelolaan  Sumber Daya Lokal Di Desa Bagan 

Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti 

Menghasilakan Pendapatan Asli Desa 

(Pades) Melalui Pengelolaan Sumber 

Daya Lokal Di Desa Bagan Melibur 

Kabupaten Kepulauan Meranti 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif atau yang biasa disebut 

dengan metode kualitatif karena kualitatif menyediakan landasan bagi pemaparan 

yang lebih luas serta penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara 

ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial berdasarkan fakta (Sutinah, 

2015). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan 

gambar Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena 

memungkinkan pemahaman yang mendalam dan luas terhadap fenomena sosial 

berdasarkan fakta nyata, dengan data berupa kata, kalimat, skema, dan gambar 

yang kaya konteks. Metode ini sesuai untuk penelitian ini karena fokus pada 

makna, proses, dan konteks sosial yang kompleks, sehingga dapat mengungkap 

bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi secara ideografis. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Pnelitian ini penulis lakukan di kabupaten kepulauan meranti bertepatan 

dikantor desa bagan melibur yang beralamat di Jl. Utama, kecamatan merbau, 

kabupaten kepulauan meranti, kode pos 28752. Desa ini di pilih berdasarkan 

pertimbangan geografis yang lebih dekat sehingga memudahkan peneliti dalam 

mendapatkan informasi serta data-data yang di perlukan terkait penelitian. 

 



39 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Dalam melakukan suatu penelitian harus lah mengetahui kita memakai 

sumber data dan jenis data apa dalam menyelesaikan penelitian kita mana ada 

beberapa sumber data dan jenis jenis data dalam melakukan suatu penelitian 

sebagai berikut Suimbeir data yang diguinakan dalam peineilitian ini 

meingguinakan duia suimbeir data, yaitu 

1. Data Primer  

Data primer merupakan informasi asli yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti dan digunakan sebagai bahan utama untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. . (Adhi Kusumastuti, 2019). Pengumpulan data 

ini dilakukan melalui kegiatan observasi di lapangan serta wawancara dengan 

informan yang dijadikan sebagai sampel dan dianggap memiliki kapasitas yang 

relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dapat direkam atau 

dicatat secara langsung oleh peneliti, kemudian disusun dalam bentuk transkrip 

atau narasi hasil wawancara dengan para informan. pengumpulan data primer 

melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan relevan untuk 

penelitian ini karena memungkinkan memperoleh informasi asli dan mendalam 

yang langsung terkait dengan topik penelitian dengan informan yang memiliki 

kapasitas di bidang tersebut. 

2. Data Skunder  

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung 

informasi primer, karena data ini diperoleh peneliti melalui sumbersumber yang 

telah ada. Maksudnya ialah data ini dapat diperoleh melalui buku, literatur, 
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penelitian terdahulu, bahan pustaka dan sebagainya. Sehingga data ini tidak 

langsung didapatkan dari narasumber atau informan yang diteliti melainkan data 

ini diperoleh peneliti dari data yang telah ada. Data ini bersumber dari artikel, 

berita media masa, laporan arsip tahunan, studi literatur. (Sugiyono 2017) dalm 

penelitian ini tentunya membutuhakan data keuangan desa, bumdes, potrnsi desa, 

data PADes, program kerja pemerintah desa yang akan menjadi sarana pendukung 

atau penguat atas informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. wawancara juga diartikan dengan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Ciri utama dari 

wawancara yaitu adanya kontak langsung dengan cara tatap muka antara 

pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interview) untuk 

memperoleh informasi yang tepat dan objektif (Syarif et al., 2013). 

Dengan demikian, posisi peneliti disini ialah sebagai pencari informasi 

(interviewer) yang meminta penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

terstruktur. Pada jenis wawancara ini, daftar pertanyaan beserta pilihan 

jawaban yang akan diberikan kepada narasumber telah disusun dan 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti. (Syarif et al., 2013). Maka dari itu 

sebelum melakukan wawancara dengan interview maka peneliti 

menyiapkan draf pertanyaan terlebih dahulu yang telah direncanakan 
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untuk mempermudah proses jalan nya wewancara serta informasi bisa di 

dapatkan secara lengkap. 

2. Observasi Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teknik lainnya seperti 

wawancara atau kuesioner. Teknik ini tidak terbatas pada komunikasi 

langsung dengan manusia, namun juga dapat digunakan untuk mengamati 

objek-objek alam dan fenomena lainnya. Observasi adalah proses yang 

kompleks karena melibatkan berbagai unsur biologis dan psikologis. Dua 

aspek penting dalam proses observasi adalah pengamatan dan ingatan 

(Sugiyono, 2020). Oleh karena itu, observasi sangat cocok digunakan 

untuk penelitian ini  di mana penelitian ini berkaitan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, atau gejala-gejala alam yang tidak dapat direkam 

secara langsung oleh responden namu bisa di lakukan pengamatan 

terhadap objek tersebut. 

3. Dokumentasi Menurut Suharsini Arikunto, dokumentasi ialah metode 

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat 

kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan 

(Sugiyono, 2020). Dokumentasi ini berarti peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, 

notula rapat, catatan harian, dan sebagainya yang sesuai dengan penelitian 

penulis. 
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3.5 Informan Penelitian 

Adapun sumber data yang paling utama ialah dari informan. Informan 

berperan penting sebagai sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang kondisi dan situasi penelitian (Moleong, 2011). Informan yang 

nantinya akan memberikan informasi kepada peneliti ialah orang yang dianggap 

kompeten. 

NO Informan penelitian Jumlah 

1. Kepala desa  1 

2. Kepala urusan perencanaan 1 

3. Kepala urusan keuangan 1 

4. Badan pengawas desa 1 

5. Ketua BUMDES  1 

 Kepala dusun  2 

6. Masyarakat  3 

7. Pihak Swasta  1 

 Jumlah 11 

 

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran strategis 

masing-masing pihak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. 

Kepala Desa dipilih sebagai informan utama karena posisinya sebagai pimpinan 

desa yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan serta menjadi tolok ukur 
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dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Kepala Urusan Keuangan dipilih 

karena memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan anggaran, 

khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). 

Selanjutnya, Kepala Urusan Perencanaan dilibatkan karena memiliki pengetahuan 

yang mendalam mengenai perumusan dan penyusunan program-program kerja di 

Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, Badan 

Pengawas Desa dijadikan informan karena fungsinya yang berkaitan langsung 

dengan pengawasan atas pelaksanaan program-program desa, baik yang telah 

berhasil maupun yang belum. Kepala dusun dipilih karena dianggap sebagai wakil 

masyarakat yang dipercaya oleh kepala desa untuk menyampaikan serta 

menyosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pihak di pilih karna turut 

mendukung dalam menghasilkan salah satu instrumen keuuangan di Desa Bagan 

Melibur. Terakhir, warga desa dilibatkan sebagai informan karena mereka 

merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak dari kebijakan dan 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga mereka dapat 

memberikan informasi apakah program tersebut benar-benar terlaksana atau tidak. 

 

3.6Teknik Analisi Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 
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sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020) Penelitian ini menggunakan 

pendekatan analisis kualitatif yang dijalankan melalui empat tahapan pokok 

Antara lain: 

1. Pengumpulan Data Peneliti memperoleh data melalui wawancara secara lisan 

yang direkam lalu dituangkan menjadi catatan-catatan wawancara antara 

peneliti dengan narasumber kemudian dokumentasi berupa dokumen dokumen. 

Kemudian data yang dihasilkan dari penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti. 

2. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2020) Setelah data 

yang diperoleh peneliti dikumpulkan selanjutnya peneliti melakukan 

penyeleksian atau menyederhanakan data yang diperoleh sehingga data 

tersebut akan difokuskan sesuai dengan arah penelitian yang telah di tetapkan.  

3. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara tepat hasil data yang 

telah di dapatkan melalui proses reduksi sebelumnya, sesuai dengan kondisi 

yang ditemukan di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, data dapat disajikan 

dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, hubungan antar 

kategori, atau format lainnya. Namun, bentuk penyajian yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui narasi teks atau paparan 

deskriptif. 
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4. Penarikan kesimpulan Peneliti menelaah semua data yang telah disajikan 

sehingga pada tahap ini peneliti dapat melalukan penarikan kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan yang dibuat oleh 

peneliti tentunya harus sesuai dengan data yangtelah dikumpulkan oleh peneliti 

kemudian melakukan penarikan kesimpulan untuk menentuka  hasil dari 

penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Desa Bagan Melibur 

Desa Bagan Melibur terletak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan 

Meranti, Provinsi Riau, dan wilayahnya terdiri dari berbagai dusun beserta unit 

RT serta RW di dalamnya. Masa pra-kemerdekaan Indonesia, tepatnya sebelum 

1945, tempat ini masih berupa permukiman sederhana yang didiami segelintir 

keluarga migran dari Jawa, termasuk tokoh-tokoh seperti mendiang Bariddin, 

Usup, Atmo, Sambio, Sarju, serta yang lainnya. Lambat laun, warga-warga itu 

memulai pembukaan lahan guna dibuat kebun-kebun pertanian. 

Awal mula pembentukannya, desa ini sempat disebut sebagai Desa 

Persiapan, yang dipimpin oleh mendiang Pak Umar asal Kelurahan Teluk 

Belitung. Sementara itu, Bapak Safi’i Jais menjabat sebagai camat pertama di 

wilayah tersebut. Pada 1980, terjadi pemekaran oleh Camat Merbau, sehingga 

namanya berubah menjadi Desa Muda Bagan Melibur. Resmi dilantik pada 3 Juli 

1980 oleh Camat Merbau, dengan Bapak H. Paimin bin H. Kartosenen memimpin 

sebagai kepala desa awal. Hingga 1991, statusnya masih disebut Desa Finitif, baru 

setelah itu dari 1991 sampai 2000, ia diakui penuh sebagai Desa Bagan Melibur. 

Proses pemilihan kepala desa dimulai pada masa 2001-2005, di mana 

Bapak H. Imam Sudayat terpilih untuk satu kali periode. Lalu, giliran Bapak 

Azra’i Jamil yang menang pada 2006-2008, meski sayangnya beliau wafat setelah 

baru setahun menjabat, sehingga digelar pilkades ulang. Hasilnya, Bapak Samaun, 
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S.Sos, memegang amanah dari 2008 hingga 2012. Selepas satu periode, pemilihan 

digelar lagi di 2013. 

Tahun 2012 menjadi momen penting ketika desa ini terbelah menjadi dua 

entitas: Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari. Untuk Desa Bagan Melibur, 

pilkades 2013 dimenangi oleh Bapak Drs. Komari, yang menjabat sampai 2019. 

Pasca-berakhirnya masa itu, pemilihan baru menghasilkan Bapak Isnadi Esman, 

S.Pd, sebagai pemimpin untuk periode 2019 hingga 2025. 

Adapun rangkaian kepala desa Desa Bagan Melibur sejak awal berdiri 

hingga kini adalah sebagai berikut: 

1. H. Imam Sudayat, Menjabat pada tahun 2000-2005 

2. Azra’i Jamil,  Menjabat pada tahun 2006-2007 

3. Jasri, Menjabat pada tahun 2007 

4. Samaun S.Sos, Menjabat pada tahun 2008-2012 

5. Drs. Komari, Menjabat pada tahun 2013-2019 

6. Wan Minarni, Menjabat pada tahun 2019 

7. Isnadi Esman, Menjabat sejak tahun 2019- Hingga saat ini 

4.2 Visi Dan Misi Desa Bagan Melibur 

a. Visi Desa Bagan Melibur 

“ Terbangunnya Silaturahmi Yang Bersinergi Dalam Membangun Desa Bagan 

Melibur Yangmandiri Dan Sejahtra” 

b. Misi Desa Bagan Melibur 

a. Peningkatan pelayanan publk berdasarkan kinerja aparatur desa yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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b. Melaksanakan pemerataan pembangunan sarana prasarana yang 

berlandaskan kebutuhan dan peran serta masyarakat. 

c. Memfasilitasi penguatan kelembagaan di bidang keagamaan, pendidikan,  

dan keahlian, serta perekonomian masyarakat ( UMKM. Pertanian, 

Peternakan, Prikanan dan nelayan) 

d. Mendorong peran dunia usaha yang berkontribusi dalam pembangunan 

desa dan lapangan pekerjaan. 

e. Menjaga dan melestrikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, seni budaya dalam 

kehidupan masyarakat. 

f. Mensinergikan peran kepemudaan dan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan desa. 

g. Mengalakaan keamanan, kebersihan desa dan perlindungan lingkungan 

hidup. 

4.3 Letak Geogrfis Desa Bagan Melibur 

Desa Bagan Melibur berada di kawasan pantai Pulau Merbau, tepatnya di 

bawah wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayahnya 

mencakup luas sekitar 47,404 kilometer persegi, dengan mayoritas daratan yang 

didominasi oleh jenis tanah gambut yang mencapai kedalaman hingga delapan 

meter. Secara posisi, desa ini berada di antara area Kecamatan Merbau dan Pulau 

Merbau itu sendiri, yang secara alami memisahkan kedua wilayah tersebut. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Bagan Melibur dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bagian utara bersinggungan dengan Desa Mayang Sari. 
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b. Di sisi selatan, desa ini berdekatan dengan Selat Asam serta Kelurahan Teluk 

Belitung. 

c. Sebelah baratnya, batasnya adalah Desa Lukit. 

d. Sementara itu, wilayah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Teluk 

Belitung. 

 

Dari segi aksesibilitas, kantor pemerintahan desa berjarak hanya satu 

kilometer atau sekitar sepuluh menit perjalanan dari pusat Kecamatan Merbau. 

Sementara itu, untuk mencapai ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, 

diperlukan perjalanan sejauh 48 kilometer yang memakan waktu sekitar dua jam. 

Dalam struktur administratifnya, Desa Bagan Melibur dibagi menjadi empat 

dusun, empat rukun warga (RW), serta 12 rukun tetangga (RT). 

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

4.4.1 Jumlah Penduduk  

 Berdasarkan data adminstratif pemerintah desa bagan melibur adapun 

jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak, 2.440 jiwa, yang terdiri dari 1.241 

jiwa laki-laki dan 1.199 jiwa berjenis klamin perempuan. Rincian lebih detail 

mengenai distribusi penduduk ini bisa diamati pada tabel yang disajikan di bawah 

ini. 
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Tabel 4. 1 

Jumlah Penduduk Berdasrkan Jenis Kelamin 

 

 

 

           

                 Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025 

 

Tabel 4. 2 

Jumlah Penduduk Berdasrkan Usia Di Desa Bagan Melibur 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

                Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025\ 

 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki – laki 1.241 

2. Perempuan 1.199 

 Jumlah 2.440 

No Usia Jumlah ( Orang ) 

1. 0-4 Tahun 221 

2. 5-9 Tahun 214 

3. 10-14 Tahun 199 

4. 15-19 Tahun 194 

5. 20-24 Tahun 216 

6. 25-29 Tahun 215 

7. 30-34 Tahun 208 

8. 35-39 Tahun 187 

9. 40-44 Tahun 167 

10. 45-49 Tahun 154 

11. 50-54 Tahun 144 

12. 55-60 Tahun 117 

13. Lansia 205 

Total  2.441 
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4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bagan Melibur 

Berdasarkan survei  yang di lakukan dari total 2.440 jiwa penduduk Desa 

Bagan Melibur, tingkat pendidikan secara keseluruhan masih didominasi oleh 

pendidikan dasar, di mana sekitar 45% warga hanya menyelesaikan SD atau 

setara, diikuti 30% yang tamat SMP, 15% mencapai SMA atau kejuruan, serta 

10% yang memiliki pendidikan diploma atau sarjana. Pola ini mencerminkan 

tantangan aksesibilitas sekolah di wilayah pesisir kepulauan, di mana faktor 

ekonomi seperti pekerjaan nelayan dan petani sering kali membatasi kelanjutan 

pendidikan, terutama pada kalangan laki-laki, sementara perempuan menunjukkan 

proporsi lebih seimbang di tingkat menengah pertama meski tetap terhambat oleh 

norma budaya lokal. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk yang belum 

mengenyam pendidikan formal sama sekali, yang menjadi isu krusial dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. 

Berikut disajikan rincian tingkat pendidikan penduduk berdasarkan data 

dari Kantor Desa Bagan Melibur tahun 2025, yang mencakup distribusi 

berdasarkan lembaga pendidikan terakhir yang dicapai. Total penduduk tercatat 

sebanyak 2.441 jiwa, dengan proporsi signifikan pada tingkat dasar dan 

menengah. 

Tabel 4. 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bagan Melibur 

NO Pendidikan Jumlah 

1. Tidak Tamat Sekolah 363 Orang 

2. Belum Sekolah 23 Orang 

3. Tamat SD/Sederajat 632 Orang 

4. Tamat SLTP/Sederajat 457 Orang 
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NO Pendidikan Jumlah 

5. Tamat Slta/Sederajat 676 Orang 

6. Tamat Perguruan Tinggi 285 Orang 

7. Buta Huruf 5 Orang 

 Total 2.441 Orang 

Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025 

4.6 Struktur Organisasi Desa Bagan Melibur 

 

Berdasarkan gambaran struktur organisasi diatas setiap orang memiliki 

bagaian dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang di 

miliki, Adapun spesifikasi tugas perangkat desa di atas adalah sebagai berikut : 

 

ISNADI ESMAN, S.Pd

KEPALA DESA

MAYA ASTUTI

KASI PEMERINTAHAN 
YUNI SEPTIANI, S. Kom 

KASI PELAYANAN &  
KESEHJATRAAN

M. ZAWAWI. S,Pd

KEPALA DUSUN I

HAMDANI

KEPALA DUSUN II

ISMULYADI

KEPALA DUSUN III

M.MUKHLIS, S,Pd

KEPALA DUSUN IV

SONY AFRIZAL, S.Pd

SEKERTARIS

NUR ROBIATUL JANNH, 
S.ikom

KAUR UMUM DAN 
PERENCANAN

SALMAH, SE

KAUR KEUANGAN

SYAFRIZAH, SE

BPD
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1. Kepala Desa 

Dalam peran sebagai pemimpin eksekutif desa, Kepala Desa bertanggung 

jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan, di mana ia 

mengarahkan sumber daya untuk mengatasi tantangan lokal seperti peningkatan 

akses layanan dasar atau pengembangan ekonomi, melalui proses pengambilan 

keputusan yang strategis dan kolaboratif, sehingga membangun sinergi antara 

berbagai pihak untuk mencapai stabilitas sosial dan kemajuan berkelanjutan di 

wilayahnya. 

2. Badan Pengawas Desa  ( BPD ) 

BPD berfungsi sebagai wadah deliberatif yang mengumpulkan suara 

masyarakat untuk membentuk kerangka kebijakan lokal, di mana anggota aktif 

terlibat dalam diskusi mendalam guna menangani isu-isu seperti pengelolaan 

sumber daya atau resolusi konflik, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan 

mencerminkan kebutuhan komunitas secara holistik dan berkelanjutan, dengan 

pendekatan yang menekankan keterlibatan inklusif untuk memperkuat 

akuntabilitas pemerintahan tingkat bawah. 

3. Sekertaris  

Sekretaris Desa berperan sebagai penopang administrasi harian yang 

mengelola dokumen dan komunikasi internal, di mana tugas utamanya melibatkan 

penyusunan laporan serta fasilitasi koordinasi antar elemen desa, guna 

memastikan kelancaran operasional seperti pemrosesan permohonan warga atau 

dukungan terhadap inisiatif pembangunan, dengan pendekatan yang teliti untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola lokal. 
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4. Kaur Keuangan  

Kaur keuangan Desa menangani aspek keuangan desa dengan ketelitian, 

termasuk pengelolaan anggaran dan pelaporan dana, di mana peran ini mencakup 

pemantauan alokasi sumber daya untuk program seperti bantuan sosial atau 

infrastruktur, sehingga menjaga integritas keuangan dan mencegah 

penyimpangan, melalui praktik yang disiplin untuk mendukung kestabilan 

ekonomi desa secara keseluruhan. 

5. Kaur Umum & Perencanaan  

Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) bertanggung jawab atas pengelolaan 

operasional harian seperti administrasi, pengadaan logistik, dan pemeliharaan 

fasilitas umum untuk memastikan efisiensi kegiatan desa, sementara Kepala 

Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) fokus pada penyusunan strategi 

pembangunan jangka panjang melalui analisis kebutuhan masyarakat dan integrasi 

program lokal dengan prioritas nasional, sehingga kedua peran ini saling 

melengkapi untuk memperkuat tata kelola desa yang responsif, berkelanjutan, dan 

inklusif terhadap tantangan sosial-ekonomi. 

6. Kasi Pemerintahan  

Kepala Seksi Pemerintahan mengawasi aspek regulasi dan koordinasi 

pemerintahan desa, termasuk pemantauan pelaksanaan aturan serta interaksi 

dengan instansi luar, di mana tugas ini melibatkan penguatan tata kelola melalui 

evaluasi program pemerintahan, guna menjamin kepatuhan terhadap standar 

hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses administratif yang 

lebih responsif dan efektif. 
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7. Kasi Pelayanan & Kesehjatraan

Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab atas penyediaan layanan 

langsung kepada masyarakat, termasuk koordinasi administrasi sehari-hari, 

pemrosesan permohonan warga, dan pemastian akses layanan publik yang efisien, 

sehingga mendukung kelancaran operasional desa dan peningkatan partisipasi 

komunitas dalam pembangunan lokal yang inklusif. Sedangkan Kepala Seksi 

Kesejahteraan fokus pada pengelolaan program kesejahteraan sosial, seperti 

identifikasi kebutuhan kesehatan dan pendidikan serta pelaksanaan inisiatif 

pengurangan ketimpangan, guna menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih 

sejahtera dan resilient melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada 

keberlanjutan  

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertindak sebagai perwakilan langsung masyarakat di unit 

terkecil desa, dengan tugas utama mengelola koordinasi lokal seperti pemantauan 

kondisi sosial-ekonomi, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan pelaporan isu-isu 

ke atas, sehingga memastikan bahwa program desa diterapkan secara tepat dan 

inklusif, melalui pendekatan yang mendalam dalam membina hubungan 

antarwarga serta menangani tantangan sehari-hari seperti konflik atau bantuan 

darurat, memperkuat pondasi demokrasi lokal dan resiliensi komunitas terhadap 

perubahan eksternal. 
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BAB V I

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas Pemerintah Desa Bagan Melibur 

dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilihat dari dimensi teori 

yang di gunakan dengan adanya regulasi yang mengatur , struktur organisasi yang 

teratur, serta kompetensi aparatur yang memadai. Desa mampu mengelola sumber 

daya secara transparan dan akuntabel melalui perencanaan yang partisipatif, 

sistem administrasi digital, serta alokasi anggaran yang tepat, termasuk dana dari 

Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan khusus, dan kerja sama konsesi dengan 

pihak swasta seperti PT RAPP. Keberadaan aparatur yang terlatih dan 

berpendidikan tinggi memungkinkan desa mengoptimalkan pengelolaan 

keuangan, aset, dan usaha lokal. Namun dalam hal menghasilkan PADes berbasis 

pada sumber daya lokal hal tersebut belum di lakukan secara optimal di mana 

hasil penelitian menjukan bahwasanya sumber utama PADes di desa tersebut 

masih sepenuhnya  bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak ke tiga dimana 

belum ada usaha berkelanjtan yang mampu untuk berkontibusi langsung terhadap 

PADes. 

 Faktor pendukung utama dalam meningkatkan PADes adalah 

pemanfaatan potensi lokal melalui BUMDes, seperti usaha pakan ternak dan 

ketahanan pangan berbasis produk lokal, serta kerja sama konsesi yang 

memberikan kontribusi tetap terhadap pendapatan desa. Namun, terdapat beberapa 

faktor penghambat, antara lain keterbatasan partisipasi masyarakat, keterampilan 
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kewirausahaan yang masih rendah, bahan baku yang kian naik, serta tantangan 

akses pasar dan letak geografisnya.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran perbaikan untuk Desa Bagan Melibur 

adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas desa dalam 

menghasilkan PADes dipengaruhi oleh regulasi, struktur organisasi, dan 

kemampuan aparatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

untuk lebih memperkuat penggunaan teori kapasitas UNDP sebagai 

kerangka analisis. Selain itu, peneliti lain dapat menggabungkan teori 

ekonomi kerakyatan atau teori pembangunan lokal agar pemahaman 

tentang bagaimana desa memanfaatkan potensi lokal menjadi lebih 

menyeluruh. Penelitian perbandingan antar desa juga perlu dilakukan 

untuk melihat apakah hasil yang sama berlaku di desa lain. 

2. Praktis ( pemerintah desa ) 

1. Meningkatkan pengelolaan PADes berbasis potensi lokal, bukan 

hanya mengandalkan kerja sama pihak ketiga. 

2. Mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan aparatur desa, 

terutama dalam kewirausahaan, pengelolaan aset, dan penggunaan 

teknologi digital. 
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3. Memperkuat partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang 

lebih aktif dan pemberdayaan kelompok usaha lokal 

4. Mengembangkan perencanaan yang lebih berkelanjutan, terutama 

untuk usaha desa yang bisa menghasilkan pendapatan jangka 

panjang. 

3. Peneliti selanjutnya   

1. Meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan BUMDes dalam menghasilkan 

PADes. 

2. Melakukan penelitian di beberapa desa lain untuk membandingkan 

cara mereka meningkatkan PADes, sehingga hasil penelitian lebih 

lengkap dan mudah diterapkan secara umum. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM 

MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

Teori  Indikator Pertanyaan 

Kapsitas 

(UNDP) 

Tingkat sistem a. Adanya Regulasi yang Mendukung 

b. Apakah terdapat peraturan atau 

kebijakan desa yang mengatur 

pengelolaan sumber daya lokal untuk 

peningkatan PADes? 

c. Sejauh mana regulasi tersebut 

diterapkan dan mendukung upaya 

peningkatan PADes di Desa Bagan 

Melibur? 

d. Alokasi Sumber Daya yang Memadai 

e. Bagaimana pengalokasian anggaran 

desa dalam mendukung pengelolaan 

sumber daya lokal? 

f. Apakah sumber daya yang tersedia 

(keuangan, manusia, material) sudah 

cukup untuk meningkatkan PADes? 

 Tingakat 

Organisasi 

a. Bagaimana pembagian tugas dan 

tanggung jawab dalam instansi ini? 

b. Apakah struktur organisasi yang ada 

sudah efektif dalam mendukung? 

c. Bagaimana upaya pemerintah desa 

dalam mengembangkan kapasitas dan 

kompetensi aparatur desa agar mampu 



 

 

mengelola potensi ekonomi lokal 

secara efektif untuk meningkatkan 

PADes? 

 Tingkat 

Individu 

 

a. Bagaimana latar belakang pendidikan 

dan pelatihan perangkat desa yang 

terlibat dalam pengelolaan PADes? 

b. Sejauh mana pelatihan yang pernah 

diikuti membantu peningkatan 

kapasitas dalam mengelola PADes? 

c. Apakah perangkat desa memiliki 

keterampilan teknis yang memadai 

dalam bekerja? 

Faktor 

pendukung 

dan 

penghambat ( 

Dr.gunawan 

sumodiningrat) 

Usaha Berbasis 

Potensi Lokal 

 

a. Apa saja jenis usaha yang saat ini 

dikembangkan di Desa Bagan Melibur 

berdasarkan potensi sumber daya 

lokal? 

b. Bagaimana peran pemerintah desa 

dalam mendorong munculnya usaha-

usaha baru berbasis potensi lokal? 

c. Sejauh mana usaha berbasis potensi 

lokal berkontribusi terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Desa 

(PADes)? 

d. Apa upaya yang dilakukan pemerintah 

desa untuk meningkatkan kontribusi 

usaha lokal terhadap PADes? 

 Keaktifan 

BUMDes 

a. Berapa unit usaha BUMDes yang 

masih aktif dan produktif hingga saat 



 

 

ini? 

b. Faktor apa yang mempengaruhi 

keberlanjutan aktivitas usaha 

BUMDes di desa ini? 

c. Seberapa besar penyerapan tenaga 

kerja lokal oleh BUMDes? 

d. Apakah BUMDes memberi dampak 

terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui lapangan kerja? 

 Kolaborasi 

dengan Pihak 

Swasta 

 

a. Apakah perusahaan memiliki kerja 

sama dengan pemerintah desa atau 

BUMDes di Desa Bagan Melibur? 

b. Bagaimana bentuk dan manfaat kerja 

sama tersebut terhadap peningkatan 

PADes? 

c. Apa bentuk dukungan atau kontribusi 

pihak swasta dalam mengembangkan 

potensi lokal desa? 

 Keterbatasan 

Internal 

Masyarakat 

Desa 

 

a. Seberapa sering masyarakat desa 

mendapatkan pelatihan/pendampingan 

dalam mengembnagkan usaha lokal? 

b. Bagaimana hasil dari pelatihan 

tersebut terhadap peningkatan 

kemampuan masyarakat dalam 

berusaha? 

c. Bagaimana tingkat keberlanjutan 

usaha kecil di desa (apakah banyak 

usaha yang bertahan dalam jangka 

waktu lama)? 



 

 

 Akses terhadap 

Modal Usaha 

a. Bagaimana akses masyarakat terhadap 

program pinjaman atau kredit usaha 

produktif? 

b. Apakah pemerintah desa memiliki 

peran dalam memfasilitasi masyarakat 

untuk memperoleh modal usaha? 

c. Seberapa besar rata-rata modal yang 

diperoleh pelaku usaha desa untuk 

mengembangkan usahanya? 

 Semangat / 

Inisiatif Usaha 

Masyarakat 

a. Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi 

yang mendukung peningkatan 

PADes? 

b. Apa bentuk inisiatif masyarakat yang 

paling menonjol dalam memanfaatkan 

potensi lokal? 

 Akses Pasar a. Persaingan dengan produk luar 

desa/luar daerah 

b. Bagaimana tingkat persaingan produk 

lokal desa dengan produk dari luar 

daerah? 

c. Apa strategi desa dalam 

mempertahankan daya saing produk 

lokal di pasar? 

d. Apa yang menjadi kendala dalam 

melakukan pemasaran ? 

e. Seberapa mudah produk lokal desa 

dijual atau didistribusikan ke pasar di 

luar desa? 



 

 

Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

  

BUMDES Ketahanan Pangan Pisang BUMDES Pakan Ternak Sapuring 

  

Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa 

Bagan Melibur 
Aset Desa Bagan Melibur 



 

 

  

Foto Wawancara Bersama Kepala Desa 

Bagan Melibur 
Foto Wawancara Bersama Sekertaris 

Desa Bagan Melibur 

 

 

  

Foto Wawancara Bersama Bendahara 

Desa Bagan Melibur 
Foto Wawancara Bersama Kasi 

Perencanan Desa Bagan Melibur 

 



 

 

  

Foto Wawancara Bersama Kadus II 

Desa Bagan Melibur 

Foto Wawancara Bersama BPD Desa 

Bagan Melibur 

 

  

Foto Wawancara Bersama Pengurus 

BUMDES Desa Bagan Melibur 

Foto Wawancara Bersama Pihak 

RAPP 

 



 

 

 

 

 

Foto Wawancara Bersama Masyarakat Desa Bagan Melibur 

 




